PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90
TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. a.

BUPATI WAKATOBI,

bahwa untuk menjaga kualitas perizinan berusaha
berbasis resiko nonperizinan yang dapat
dipertanggungjawabkan  secara cepat, mudah,
terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan
akuntabel dan untuk melaksanakan peraturan
perundang-undangan, maka Peraturan Bupati
Wakatobi Nomor 90 Tahun 2022 tentang
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wakatobi,
perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Wakatobi Nomor 90 Tahun 2022 tentang
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wakatobi;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Hkmsetdawktb 06231030




(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun
2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

10.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020
Nomor 5);
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11. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 90 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi
Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wakatobj;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN
2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
WAKATOBI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wakatobi
Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 90), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (8) diubah sehingga Pasal 4
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Per}zinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan
berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Bupati.

(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mendelegasikan  wewenang  penyelenggaraan
pelayanan kepada Kepala DPMPTSP yang
meliputi:

a. perizinan berusaha yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. perizinan berusaha yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat yang
dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan
asas tugas pembantuan; dan

Hkmsetdawitb 0231030




(3)
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¢. perizinan dan nonperizinan di luar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b

yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
adalah sebagai berikut;

a. perizinan berusaha berbasis resiko melalui
sistem OSS;

b. perizinan berusaha untuk menunjang
kegiatan usaha melalui sistem OSS;

c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
melalut sistem OSS;

d. persetujuan lingkungan; dan

e. persetujuan bangunan gedung.
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

adalah kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang
secara Non Elektronik.

Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap
kewenangan yang telah didelegasikan oleh
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi:
a. menyusun standar pelayanan publik (SPP);

b. mengembangkan sistem menyusun standar
operasional prosedur penyelenggaraan
perizinan dan nonperizinan; dan

c. pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai
dengan norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
Pusat.

Dalam menyelenggarakan kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3), wajib memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenart

a. perizinan dan nonperizinan;
b. perizinan berusaha berbasis risiko;

c. penyelenggaraan perizinan berusaha di
daerah;

penyelenggaraan penataan ruang;

e. penyelenggaraan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup; dan

f. bangunan gedung.

Standar Pelayanan Publik dan  Standar
Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud




pada ayat 6 huruf a dan huruf b ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

(9) Uraian  perizinan  berusaha  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 1l

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Wakatobi.
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Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 0 -7 - 2023

PENJABAT SEKRETARISWABUPATEN WAKATOB],

ABDUL RAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR 20
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